BAB 5
SARAN

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker Bidang
Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 — 11 Februari2021 secara
daring melalui aplikasi Zoom dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Penggunaan aplikasi khusus milik Dinas Kesehatan yang
dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk mempermudah
pemberian informasi kesehatan.

2. Walaupun pelaksanaan PKP Dinas Kesehatan dilakukan via
daring, alangkah baiknya jika Dinas Kesehatan juga
memberikan tambahan video terkait tempat-tempat yang ada
di Dinkes sehingga calon apoteker mempunyai gambaran

lebih mengenai pekerjaan kefarmasian pemerintahan disana.
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